SALINAN

BUPATI PRINGSEWU

PROVINSI LAMPUNG
PERATURAN BUPATI PRINGSEWU
NOMOR %9 TAHUN 2013

TENTANG

REMUNERASI DADAN LAYANAN UMUM DAERAH UNIT PELAKSANA
TEKNIS PUSAT KESEHATAN MASYARAKAT PADA DINAS KESEHATAN

Menimbang

Mengingat

KABUPATEN PRINGSEWU
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI PRINGSEWL,

a. bahwa dalam rangka meningkatkan mutu pelayanan
kepada mesyarakat dan kinetja Unit Pelaksana
Teknis Pusat Kesehatan Masyarakat vang
menerapkan Pola Pengelolaan Keuangan Hadan
Layanan Umum Daerah periu didukung oleh sistern
Renmnerasi berbasis  kinerja  scbagai  bentuk
penghargann kepada pegawai,;

b. bhahwa untizk melaksanakan ketentuan Fasal 30
ayvat (4] Pcraturan Menteri Dalam Negeri Nemor 61
Tahun 2007 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan
Keuangan Badan Layanan Umum Daerah,

¢. bahwa Dberdasarkan pertimbangan sebagaimana
dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu
menetapkan Peraturan Bupati tentang Remunerasi
Badan Layanan Umum Daerah Unit Pelaksana
Teknis Pusat Kesehatan Masyarakat pada Dinas
Keserhatan Kabupaten Pringsewnl;

1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang
Keunangen Negara (Lembaran Negara Repuhblik
Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

2. Undang Undang Nomer 13 Tahun 2003 tentang
Ketenagakerjaan (Lembaran Negara  Republik
Indonesia Tahun 2003 Nomor 39, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4279];
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Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang
Perbendaharaan Negara (Lembaran Negama Republik
Indonesia Tahun 2004 Nomor 05, Tambahan
Lembaran Negara Repubiik Indonesia homor 4353];

Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang
Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab
Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik
indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indorncaia Nomor 4400);

Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang
Periicbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat
dan Pemerintashan Daerah [Lembaran Nepara
Republik Indonesia Tzhun 2004 Neomeor 126,
Tambahan Lembaran Negara Republik Irdonesia
Nomor 4438);

Undang-Undang Nomor 48 tahun 2008 tentang
Pembentukan Kabupaten Pringsewu £i Provinsi
Leunpung (Lemixaran Negpara Republik Indonesia
Tahun 3M0OB Nomor 185, Tambahan Lemhbaran
Negara Republik Indonesia Normor 4932);

Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang
Kesehatan (Lembaran Negara Reputlik Indonesia
Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran
MNegara Kepublik Indonesia Nomor 506.3);

Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009 tentang UPT
Puskesmas (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahbun 2009 Nomor 133, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor H072];

Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2014 tentang
Aparatur Sipil Negara (Lembaran MNegara REepublik
Indonesia Tahur 2014 Nomor 6, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomotr 5944,

IIndang-TIndang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah [Lembaran Nepatra Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambshan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 53587)
sebagaimana telah diubah beberapa keali terakhir
dengan Undang-Undang Nomer 09 Tahun 2015
{Lembaran Negara Republik ndonesia Tahun 2015
Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Hepublik
Indonesin Nomor 5679);

Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010
tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipill {(Lembaran
Negara Repuhlik ndonesia Tahun 2010 Nomnor 74,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomeor 5135j;
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Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005

tentang Pengelolaar Keuangan Badan Layanan

Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahiun
2005 HNomer 48, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomeor 4502) sebagaimana telah
diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomer 74
Tahun 2012 {Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2012 Nomor 17, Tumbahisn Lembarar Negara
Republik Indonesia Nomor 5340);

Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005
tentang Pengelolann Keuangan Daerah (Lembaran
Negara Republik Indonesiz Tahun 2005 Nomor 140,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4378)};

Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005
tentang Pedoman Penyusunan dan Penerapan
Standar Pelavanan Minima! (Lembaran Negara
Kepublik Indonesia Tahun 2005 Nomor 150,
Tambahan Lembaran WNegara Republik Indonesia
Nomor 4585);

Peraturan Pemetintah Nomor 8 Tahun 2000 lentang
Pelaporan  Keuangan dan  Kinerja  Instansi
Pemerintah [Lembaran Negara Repubiik Tndonesia
Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nornor 4614);

Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007
tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89,
Tambahan Lembaroan Negara Republik Indonesia
Nomor 474 1);

Peraturan Presidenn Nomor 32 Tahun 2014 tentang
Pengeloiaan dan Pemanfaatan Dana Kapitasi
Jaminan Kesehatan Nasional pada Fasilitas
Kesehatan Tingkat Pertama Milik Pemerintah Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 214
Nuomor 51);

Keputusan Presiden Nomor 68 Tahun 1995 tentang
Hari Kerja di Lingkungan Lembaga Femerintah;

Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 1199 /Menkes/
Per/X /2004 tentang Pedoman Pengadaan Tenaga
Kesehatan dengan Perjanjian Kerja di Sarana
Keschatan Milik Pemerintah;
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Peraturan Menteri Keuangan Nomor
10/PMK.02/2006 tentang Pedoman Penetapan
Remunerasi Bag: Pgjabat Pengelola, Dewan
Pengawas Dan Pegawai Badan Layanan Umum:

Meratyran Menteri Keuangan Nomor 07 /PMEK. 02/
2006 tentang Persyaratan Administratif Dalam
Rangka Pengusulan dan Penetapan Satuan Kerja
Instansi Pemerintah untuk Wenerapkan Pola
Pengelolaan keuangan Badan Layanan Umum;

Peraturan Menteri Keuangan Nomor 09/FMK. 02/
2006 tentang Pembentukan Dewan Pengawas pada
Badan Layanan Umumn;

Peraturan Menteri Keuangan Nomor 66/PMK.02/
2000 tentang Tama Cara Penyusunan, Pengajuan,
Penetapan dan Perubahan Rencana Bisnia dan
Anggaran serta Dokumen Pelaksanaan Anggaran
Badan Layanan Umum;

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun
2006 tentang Pedeman Pengelolaan Keuangan
Dacrah sebagaimana telah diubah beberapa kali
terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri
Nomor 21 Tahumn 2011 tentang Perubahan kedua
atas Peraturan Menteri Dalamm Negeri Nomor 13
Tahun 2006;

Peraturan Menteri Dalam Neperi Momor 61 Tahun
2007 tentang Pedoman Tekmis Pengelolaan
Keuangan Badan Layanan Umum Daerah;

Peraturan Menteri Keuangan Nomor 73/PMEK.Q5/
2007 tentang Sistern Akuntansi Pusat Investasi
Pemerintah:;

Peraturan Menteri Keuangan Nomor |119/PME.05/
2007 tentang Persyaratan Administratgf Dalam
Rangka Pengusulan dan Penetapan Satuan Keria
Instansi Pemerintah Untuk Menerapkan Pengelolaan
Keunangen Badan Layanan Umum:

Peraturan Menteri Kesehatan Nomos 19 Tahun 2014
tentang  Penggninaan Dana Kapitasi Jaminan
Keschatan Nasional Untuk Jasa Pelayanan dan
Dukungan Biaya Operasional Pada Fasilitas
Kesehateur Tingkat Pertama Milik Pemerintah
Naerah;

Peraturan Menieri Kesehatan Nomor 75 Tahun 2014
rentang Pueat Kesehatan Masyaraicat,
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Feraturan Menteri Kesehatan Nomor 21 Tahun 2016
tentang Penggunaan dana kapitasi di  Fasilitas
Kesehatan Tingkat Pertama milik Pemerintah
Daerah;

Keputusan Mcenteri Pendayagunaan Aparatur Negara
Nomor KEF/26/M.PAN/2/2004 tentang Petunjuk
Teknis Transparansi dan Akuntabilitas Dalam
Penyelenggaraan Pelayanan Publik;

Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 361/Menkes/
SK/V /2006 tentang Pedoman Penetapan
Penghasilan Pimpinan dan Dewan Pengawas Badan
Layanan Umuim;

Keputusan Menteri Keschatan Nomor 125/Menkes/
SK/II/2008 tentang Pedoman Pelaksanaan Jaminan
Kesehatan Masvarakat;

Peraturan Bupati Pringsewu Nomor 5 Tzhun 2015
tentang Pegawai Non Pegawai Negeri Syl Badan
Layanan Umum Daerah Unit Pclaksana Tehnis
Pusat Kesehatan Masvarakat Pada Dinas Kesehatan
Kabupaten Pringsewu (Lembaran Daerah Tahun
2015 Nomor 3);

Peraturan Bupati Pringsewu Nomor 46 Tahun 2015
tentang Pola Tata Xelola Unit Pelaksana Tehnis
Pusat Kesehatan Masyarakar Pada Satuan Keria
Dinas Kesehatan Kabupaten Pringsewu [Lembaran
Daerah Tahun 2015 Nomor 46|;

Keputusan Bupati Pringsewu Nomor
B/340/KPTS/D.02/2015 tentang Pola Pengelolaan
Keuangan Badan Layvanan Umum Daerah Unit
Pelaksana Tehnis Pusat Kesehatan Masvarakat pada
Dinas Kesehatan Kabupaten Pringsewu,

MEMUTUSKAN:

PERATURAN BUPATI TENTANG REMUNERASI BADAN
LAYANAN UMUM DAERAH UNIT PELAKSANA TEHNIS
PUSAT KESEHATAN MASYARAKAT PADA DINAS
KESEHATAN KABUFATEN PRINGSEWL.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Fasal 1

Dalam Peraturan Bupat ini vang dimaksud dengan:

1.

Daerah adalah Daerah Kabupaten Pringsewu.



10.

11.

Pemerintah Deaerah adalah Bupati dan Perangkat
Daerah acbagai unsur penyclenggaraan
pemerintahan Kabupaten Pringsewu.

Bupati adalah Bupati Kebupaten Pringscwu.

Sekretaris Daerah adaiah Sekretaris Daerah
Kabupaten Pringsewu.

Dinas Kesehatan adalah Dinas Kesehatan Kabupaten
Pringesewu.

Pegawal Aparatur Sipil Negara yang selanjutnya
disebut pepawai ASN adalah Pegawai Negeri Sipil
dengan perjanjian kerja yang diangkat oleh pejabat
pembina Kkepegawaian dan diserahi tugas dalam
suaty jabatan permerintahan.

Fasilitas Pelayvanan Kesehatan adalah suatu
tempat yang digunakan untuk menvelenggarakan
upava pelayanan  keschatan, bak promotif,
preventif, kuratif maupsn rehahilitatif  vang
dilakukan  oleh pemerintahk, pemerintah daerah
dan fatau masyarakat.

Pusat Keschatan Masyarakat yang selanjutnva
disebut Puskesmas adalah fasilitas pelayanan
kesshatan yang menyelenggarakar upaya
kesehatan masyarakat dan upaya lkegehatan
persecrangan  tingkat pertama, dengan lebih
mengutamakan upaya promotif dan preventif,
untuk mencapai derajat kesehatan masyarakat yang
setinggi-tingginya di wilayah kerjanya.

Jpaya Kesehatan Masyarakat yang selanjutmnyva
disingkat UKM adalah setiap kegiatan untuk
memelihara dan meningkstkan kesehatan serta
mencegah dan menanggulangi timbulnya masalah
kesehatan dengan sasaran keluarga, kelompok, dan
masyarakat.

Upaya Kesechatan FPerscorangan yang selanjutnya
disingkat UKP adelah suatu xcgiatan dan/atan
serangkaian kegiatan peiayansn kesehatan yang
dityjukan untuk  peningkatan, pencegahan,
penyembuhan penyakit, pengurangan penderitazn
akibal penyakit dan memulihkan kesehatan
perzecrangan,

Tenaga Keschatan adalah setiap orang vang
mengabdikan dirt dalam bidang kesehatan serta
memiliki  pengetahusan dan  atau  keterampilan
melalui pendidikan di bidang kesehatan yang
uatuk  jenis  tertentu memerlukan kewenangan
untuk melakukan upaya kesehatan.
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Pelayanan  Kesehatan  adalah upaya  yang
diberikan oleh Puskesmas kepada masvarakat,
mencakup perencanasn, pelaksanaan, evaluasi,
pencaiatan, pelaporan, dan dituangkan dalam suatu
siatcrm.

Sistem Inforrnasi Puskesmas adalah suatu tatanan
yang menyecediekan infermasi untuk membantu
pProses pengambilan kenpitugan dalam
me:aksanakan manajemen  Puskesmas dalam
mencapal sasaran kegiatannya.

Unit Pelaksana Teknis selanjutnya disingkat UPT
adatah satuan organisasi yang bersifat mandiri yang
melaksanukan tugas teknis operasional danj/atau
tugas telnig dari organisasi induknya.

Kepala Dinss Kesehatan adalah Kepala Dinas
Kesehatan Kabupaten Pringsevwu.

Direksi adalah Punpinan Badan Layanan Umum
Naerah, Pejabat{Petugas Pengelola Keuangan,
Pejabat/PetugasPelaksana Tatz Usaha  dan
Pejabat/Petugas Koordinator Program.

Pimpinan Badan Layanan Umum Daerah adaiah
Kepala UPT Puskesmas pada Dinas Kesehatan
Kabupmlen Pringsewu,

Pejabat/Petugas Pengeiola Keuangan  adalah
Pejabat/Petugas Pengelola Keuangan pada UPT
Puskeasmas.

Pejabat/Petugas Pelaksana Tata Usaha adalah
Pejabat/Petugas Pelaksana Tata Usaha UFPT
Puskesmas.

Pejabat/Petugas  Koordinator Program  adalah
Pejabat /Petugas Koordinator Program UPT
Puskesmas.

Medis adaleh medis spesialis konsultan, medis
spesialis, medis umum, medis gigi spesialis. medis
gigi yang merupakan pegawai tetap atau medis vang
sudah ditetapkan oleh Pejabat yang berwenang,
kecual: medis tamu.

Medisz Tamu adalah medis vang bukan pegawai UPT

Puskesmas tetapi diperkenankan merawat atau
melakukan tindakan medis di UPT Puskesmas.

Paramedis adalah tenaga yang mempunyai
kecakapan dalam membantu tugas pelayanan
kesehatarn dan perawatan orang sehat dan sakit.

Pegawai adalabh pegawai UPT Puskesmas yang
berstatus pegawai PNS dan Non PNS pada UPT
Puskzestmas.
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Remunerasi adalah imbalan kerja yang dapat berilpa
gajl, tunjangan tctap, honorarium, insentif, bonus
atas prestasi, pesangon, dan atau pensiun.

Sistern Remunerasi adalah sistem veng mengatur
pengupahan pegawai  vang diberlakukan  di
lingkungan UPT Puskesmsas Pada Dinas Kesehatan
Kabupaten Pringsewu.

Rekening Belanja Remunerasi adalah pos penerima
distribusi jasa pelayanan sebagai sumber dana
insentif pegawai pada sistem: Remuncrasi.

Gaji adalab upah dasar yang bersumber dari
pemerintah bagi PNS dan bersumber dari biava
operasional /Jasa pelayanan UPT Puskesmas bagi
pegawai Non PNS.

Insentif/Jasa Pelayanan adalah tambahan
pendapatan berbasis kinerja bagi seluruh pegawai
yang dananya bersumber dari jass pelayvanan dan
atau dari eumber penerimaan sah lainnya.

Honroratvium adalah upah yang dananya bersumber
dari biaya operasional UPT Puskesmas yang
diberikan atas pekerjaan tertentu,

Tunjangan adealah kompensasi vang diberikan UPT
Puskesmas kepada pejabat/petugas vang diberikan
tigas tertentu di lingkungan UPT Puskesmas.

Pesangon dan atau pensiun adalah pemberian gaji
setelah masa aktif karyawan berakhir,

Merit/bonus adalah tambahan pendapatan berbasis
kinerja bagi seluruh pegawai vang bersumber dari
siza hasil usaha dan atau dan biaya operasionel UFT
Puskesmas.

Tarif adalah fmbalan atas barang dan atau jaza yang
diberikan oieh BLUD UPT Puskesmas termasuk
imbalan hasil yang wajar dari investasi dana, dapat
bertujuan untuk menurup seluruzh atau sebagian
dari biaya perunit layanan.

Pejubat adalah Pegawai yang diberi tugas tertentu
sesuai dengan peraturan perundang-undangan yarg
berlaku.

Badan Layanan UUmum Daerah yang selanjutnya
disingkat BLUD adalah Satuan Kerja Perangkat
Daerah atau Unit Satuan Kerja Perangkat Daersh di
lingkungan Pemerintah Daerah yang dibentuk untuk
memberikan pelayanan kepada masyarakat berupa
penyediaan barang dan / atau jasa vang dijual tanpa
mengutamakan untuk mencari keuntungan, dan
daiarn melakukan kegiatannya dklasarkan pada
prinsip efisiensi dan produkiivitas,
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Pola Pengelolaan Keuangan Badan Lavanan Umum
Daerah yang selanjutnya disingkat PPK-BLUD
adalah pola pengelolaan keuangan yang memberilean
fleksibilitas berupa keleluasaan untuk menesrapkan
praktek-praktek  bisnis vang sehat  untuk
meningkailkan pelayanan kepada masyarakat.

Dewan Pengawas BLUD yang selanjutmya disebut
Dewan Pengawas adalah orang yang bertugas
melakukan pengawssan terhadap pengelolaan
BLUD.

Instansi Pemerintah adalab setiap Kantor atau
Batuan Kerja yang berkedudukan sebagai Pengpuna
Anggaran/Barang atau Kuasa Pengguna Anggaran
{Barang.

Pelayanan kesehatan adalah segala kegiatan
pelayanan  kesebhaten yang diberikan kepada
gseseorang dalam rangka obscrvasi, diagnosis,
pengobatan dan atau rehabilitasi medis.

Pelaksana Program adalah Petugas pelaksana
program pada UPT Puskesmas.

Pelayanan rawat jalan adalah pelayanen kepada
pasien untuk observasi, prevensi, diagnosis,
pengobatan, rchabilitasi medis dan pelayanan
kesehatan lainnya tanpa dirawat map.

Pelayanan rawat inap acdalsh pelayanan kepada
pasien untuk observasi, prevensi, perawatan,
diagnosis. pengobatan, rehabilitasi medis, dan atau
pelayanan kesehatan lainnya dengan menempati
tempat tidur [Ruang Perawatan).

Pelayanan rawat darurat adalah pelayanan
keschatan vang harus diberikan secepatnya untuk
mencegah /menanggulangl risiko kematian atau
kccacatan.

Pelayanan Ambulans {ombuiance service) adalah
peleyanan transportasi terhadap penderita gawal
darurat, evakuasi medis, jenazah dan atau
pelayanan rujukan pasien dari tempat
tinggal/tempat Kkejadian pasien ke UPT Puskesmas
alau scbaliknya dan atan pelayanan rujukan pasien
dari UUPT Puskesmas ke UPT Puskeamas ateu
sebaliknya;

Tindakan medis adalah manuver/perasat/tindakan
berupa pembedahan atai non pembedahan dengan
menggunakan pembiusan atau tanpa pembiusan.

Pelayanhan medico-legal adalah pelayanan kesehatan
yang diberikan yang berkaitan dengan kepeatingan
hukum.
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Pelayanan penunjang diagnostik adalah pelayanan
untuk penegakan diagnosis yang antara lain dapat
berupas pelayanan patolog khnik, patologi anatomi,
mikrobiologi, radiologi diagnostik, elekiromedis
diagnoestik, dan indakan/pemeriksasn penunjang
diagnustk lainnya,

Tarif pelayanan kesehatan UPT Puskesmas adalah
pembayaran aias pelayanan keschatan di UPT
Puskesmas BLUD, yang merupskan sehagian atau
gseluruh biaya penyelenggaraan kegiatan pelayanan
kesehatan yang dibebankan kepada masyarakat atay
pihuk ketiga sebagai imbalan atas pelayanan vang
diterimanya.

Jasa sarana adalah imlmaian yang diterizna vleh UPT
Puizskesmas atas pemakaian sarana, fasilitas, alat
keschatan, bahan medis habis pakai, bahan noen-
medis habis pakai dar bahan lainnya yang
digunakan langsung maupun tak langsung dalam
ranglta cbservasi, diagnosis, pengobatan dan
rehabilitasi,

Jaza medizs adalah pendapatan individu vang
dthasilkan akibat pelayanan medis dan bagian dari
Jjasa pelayanan UPT Puskesmas yang tercantum
dalman komponen tarif Puskesmeas dan  bersifat
individu, meliputi medis umum dan spesialis, medis
subspesialis, konsulen, medis gigi, medis gig
spesialis, medis tamu.

Jasa Paramedis adalah pendapatan kelompok yang
dihasilkan akibat pelayanan keperawatan
merupakan bagian deol jasa pelayanan Puskesmas
yang tercantum dalam komponen tarif Pusizesmas
meliputi pendapatan perawat wmum, dan bidan.

Jasa Non paramedis adalah pendapatan kelompok
yang dihasitkan alkibat pelayanan non keperawatan
yang merupakan bagian dari jasa pelayanan UPT
Puskesmas yang tercantum dalam koponen Laril
Piskesmas meliput jasa penata rontgen, analis
laboratorium, fisiotherapis, asisten, penata gizi.

Jasa pelaksana teknis adalah pendaparan kelompok
yang dihasilkan akibat dan pelayanan tenaga
pelaksana teknis non medis dan non paramedis
yang mesupakan Dbapgian dan  jasa  pelayanan
Puskesmas dan tercantum dalam komponen tarf
Puskesmas.

Jasa Manajemen adalah jasa vang timbul akibat
acdanya pelayanan administratif.

Indexing/skor adaiah cara atau perangkat untuk
rnenentukan besaran skor individu pegawai sesuai
dengan beban kerjanva.
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BAB II
FENGORGANISASIAN

Bagian kesatu
Pasal 2

FPK-BLUD UPT Puskesmas disclenggarakan sesuad
Lketentuan perundang-undangan yang berlaku.

Penvelenggara sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

meliputd :

a. pejabat/petugas pengelola DLUD UPT Puksesmas
terdiri dari Pimpinan RLUD 1LPT Puskesmas dan
Pejabat /Fetugas teknis yaitu:

1. pejabat/petugas pelaksana tata usaha;
2. pejabat/petugas pengelola keuangan;
3. pejabat/petugas koordinator program.

bh. pejabat/petugas teknis sebagimana dimaksud
pada hurut a angka 1 (satu) dapat dilaksanakan
clch pogawal pomegang program dengan dibken
tugas tambahan;

¢. tugas tamhahan sehagaimana dimaksud pada
huruf b ditetapkan dengan Keputusan Kepala
Dinas Kesehatan melalui usulan Kepala
Puskesmas sclaku  Pihnpinan BLUD  UPT
Puskesmas:

d. Dewan Pengawas terdiri dari :

1. Ketua;
2. Sekretaris;
3. Angpota.

e, pegawai BLUD terdiri dari Pegawai ASN dan Non
Pegawai ASN.

DAB I1I
PENGERTIAN REMUNERAS], ASAS, FILOSOFI,

HAK DAN KEWAJIBAN

Bagian Kesatu
AZas

Pasal 2

Azaz Remunerasi terdiri dan :

a.

propeorsionalitas yang diukur dengan besamya beban
aset yang dikelola dan besaran pendapatan UPT
Puskesmas;

kesetaraan yang memperhatikan industri pelayanan
ssjenis;

kKepatutan vang melihat kemampuan UPT Puskesmas
dalam tnemberikan upah kepada pegawai.



Bagian Kedua
Milosch

Pasal 4

Remuncrasi antara lain:

a.

b.

(2)

(3)

(4}

(5)

(6)

menghargai kinerja perorangan dalam satu tim kerja
vang memnerlukan kebsrsamaan;

memberikan azas  perlindungan  bagi scmua
komponen  baik  unit  pelayanan  maupun  unit
penunjang dalam satu rantai nilai;

menumbuhkan rasa saling percaya atar komponen
dengan adanya keterbukaan/ transparansi dan dapat
dipertanggungjawabkan ; akuntabel;

saling menghargai antar komponen, menegakkan
keadilan dan kejujuran; dan

meningkatkan ketagqwaan dan rasa pengabdian
serta mengutamakan kepentingan masyarakat.

Bagian Ketiga
Hak dan Kewajiban

Paszl 5

Setiap pegawai UPT Puskesmas berhak mendapatkan
remunerasi dan belanja pegawai lainnya.

Remunerasi sehagaimana dimaksud dalam Pasal 3
ayat (1) adalah imbalan kerja yang dapat berupa gaji,
tunjangan tetap, honorarium, insentif, bonus atas
prestasi, pesangon, dan ataa pensiun berlandaskan
proporsionalitas, kesetaraan dan kepatutan yang
besarannva diatur dalam sistem rermuncrasi.

Pegawai yang berhak mendapatkan gaji adalzh
Pegawai ASBN, Non Pegawai ASN dan Pejabat/Petugas
Pengelola UPT Puskesmas BLUD yang diatur dalam
ketentuan sistem remunerasi UPT Puskesmas BLUD.

Pegawai yang Dberhak mendapalkan  hooorarivm
adalah Dewan Pengawas dan pegaws=i UPT
Puskesmas BLUD sesuai dengan ketentuan yang
berlaku.

Pepawai vang berhal: mendapatkan insentif adalah
seluruh pegawai UUPT Puskesmas BLUD sesuai
dengan ketentuizan yang berlaku.

Pegawai yang berhak mendapatkan tunjangan tctap
adalah pegawai UPT Puskesmas BLUD sesuai dengan
ketentuan yang berlakn.



(7

(3]

(9)

(1Q)

{11}

(12)

(13)

(14)

(15)

FPegawadl yang lberhak bonus/merit adalah seluruh
pegawal UPT Puskeemas BLUDY sesuai dengan
ketentuan yang berlaku.

Fegawal yang berhak mendapatkan pesangon dan
atau pensiun adalah seluruk pegawa: UPT

Puskesmas BLID sesuai dengan ketentuan vyang
herlaku.

Belanja pegawai lainnya sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 3 ayat (1] adalah helanja operasional
pegawal lainnya sesual  peraturan  perundang-
undangan yang berlaku.

Manajemen UPT Puskemas berkewajiban
menyvediakan alokasi dana untuk remunerasi
pegawail UPT Puskesmas yang dianggarkan melalui
anggaran UPT Puskesmas/Rencana Bisnis dan
Anggaran {RDA],

Setiap pegawai yang menghasilkan jasa pelayanan,
berkewajiban memberikan kontribusi ke Pos
Remunerasi vang besaran persentasenya ditentuakan
dalam sisterm remunerasi.

Setiap pegawai pada pusat pendapatan atau revenue
cenler berkewgjiban untuk menyusun Strategic
Actipn Plan yang dilengkapi dengan indikator, target /
standar dan sistem akuntabilitas.

Yang tergolong dalam kelompok pusat pendapatan
atall revente center, scbagaimana tercantum dalam
Fasal 6 ayat (6] diatas adalah:

A. 1Unit gawat daTurat;

rawat jalan;

rawat inap;

PONED;

laboratorium;

ambulans;

g£. pelayanan lain yang menghasilkan jasa.

e oD

Setiap pegawai yvang memiliki jabatan struktural/
Pengelola BLUD danjabatan fungsional lainnya pada
cost cenire atau pada pusat  pengeluaran
berkewajiban menyusun rencana aksi strategis atau
Strategic Action Plan vang dilengkapi dengan sistem
akuntabilitas.

Pegawai yang dimaksud pada ayat (8) adalah:
a. kepala UPT Puskesmas selalku Pimmpinan BLUD;



b, pejabat/petugas pelaksansa tata usaha, petugas
pengelela keuwangan dan petugas koordinator
program;

¢. pemegang program lainnya,

(16) Semua peEawal berkewajiban memberikan

(1)

(2)

(3)

(4)

(3)

{6)

pelayanan yang optimal sesuai standar pelayanan
minimal secara efesien, efektif, produktif dan
akuntabel

BAB IV
PENDAPATAN DAN BELANJA

Bagian Kesatu
Pendapatan

Pasal &

Pendapatan PPK-BLUD UPT Puskesmas bersumber
dari Jasa Layanan, Hibah, Kerja Sama Opersional
(KS0), Pemerintah Pusar {APBN), Pemerintah Daerah
(AFBD) dan Lain-lain pendapatan BLUD yang sah.

Jasa layanan sebagaimana dimaksud avat {1} adalah
pendapatan UPT Puskesmas atas imbalan yang
diperoleh dari jasa layanan yang diberikan kepadsa
masyarakat sesusel tarif serta Kepitasi dan Non
Kapitasi.

Hibah sebagaimana dimaksud ayat (1) adalah
pendapatan  hibah baik mengikat atau tidak
mengikat.

Kerja Sama Opersional sebagaimana dimaksud ayat
(1) adalah pendapaian dari hasil kerja  sauna
operasional dengan pihak ke tiga sesuai peratiran

perundang-undangan yvang berlala.

APBN dan APBD sebagaimana dimaksud ayat (1)
adalah pendapatan yang bersumber dari Pemerintah
Pusat dan Daerah melalui Dinas Kesehatan sesuai
peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Lain-lain pendapatan yang sah sebagaimana
dimaksud pada avat (1) adalah pendapatan yang
berasal dari hasil penjualan kekayaan yang tidak
dipisahkan, hasil pemanfaatan kekayaan, jasa giro,
pendapatan bunga, kecuntungan aelisih tuker rupiah
terhadap mata wang asing, komisi, potongan, rahat
ataupun bentuk lain sebagai akibat dari penjualan
dan / atau pengadaan barang / jasa oleh UPT
Puskesmas dan hasil investasi.



(1)

(2)

(3]

(B

@)

Bagian Kedua
Bclanja

Pasal 7

Belanja adalah kewajiban pemerintah daerah /UPT
Puskesmas yang diakui sebagai pengurang nilai
kekayaan bersih.

HBelanja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalsh
belanja operasional UPT Puskesmas meliputi belanja
pegawai, belanja barang/jasa dan belanja modal.

Belanja pegawal sebagaimana dimaksud pada ayat
(2} adalah Tbelanja pegawai meliputi sistem
pengupahan  yang meliputi gaji, tunjangan,
honorarium, bonus (merit) atas prestasi, pesangon
den atau pensiun serta belanja pegawai lainnya
sesuai  peraturan  perundang-undangan  yang
berlaku.

Gaji sebagaimana dimaksud pada ayat (3] adalah
hagi Pegawai ASN sgesuai dengan ketentuan
peraturan perundang-undangan vang berlaku dan
pegawal Non ASN disesuaikan dengan kemampuan
keuangen UPT Puskesmas.

Tunjangan sebagaimana dimaksud pada avat (3)
adalah bagi pegawai UPT Puskesmas BLUD
bersumber dari pemerintah dan atau biaya
operasional UPT Puskesmas sesuai dengan
peraturan dan perundang-nndangan yvangz berlaim,
sedangkan tunjangan fungsional untuk pegawai non
strukturai bersumber dart biayva operasional UPT
Puskesmas.

Honorarium sebagaimana dimaksud pada avar (3)
adalah bagi pegawai UPT Puskesmas BLUD dapat
bersumber dari Pemerintah Daerah (APBD) melaiui
Dinas Xcsehatan dan biaya operasional UPT
Puzskesmas.

Insentif sebagaimana dimaksud pada avat (3) adalah
bagi pegawai UPT Puskestmas BLUD bersumber pada
komponen jasa peisyanan dan atau keuntungan
usaha-usaha lain serta sumber operasional UPT
Puskesmas lainnva.

Merit/bonus schbagaimana dimaksud pada ayat (3)
adalahk bersumber dari keuntungan UPT Puskesmas
dan atau biaya operasional UPT Puskesmas vang
khusus dianggarkan.



{9)

(10)

(11)

(1]

(13)

(1)

(2)

(3)

Pesangon dan atau pensiin sebagaimana ditmaksud
pada ayat (3) adalah bhersumbcer dari keuntungan
UPT Puskesmas dan atau bhiaya operasionat UPT
Puskesmas yang khusus dianggarkan.

Seluruh pegawai UPT Puskesmas berhak menerima
rermnunerasi sesuai  dengan peraturan dan
peruncang-undangan yvang berlaku.

Eemunerasi disesuaikan dengan kepatutan dan
kemampuan keuangan UPT Puskesmas yang
herdasar  kepada  peraturan dan  perundang
undangan yang beriaku,

Belanja barang/jasa sebagaimana dimaksud pada
ayvat {2] adalah Eclanja pengeluaran  untuk
menampung pembelizn bartang dan jasa yang habis
pakad.

Belanja modal sebagsimana dimaksud pada ayat {2)
adalah suatu pengeluaran yang dilakukan untuk
menambah aset tetap atau investasi yang ada
sehingga memberikan manfaatnya tersendiri pada
periode tertentu.

Bagian Ketiga
Sistern Pengupahan

Pasal &

Sistern  pengupahan adalah imbalan jasa vang
meliputt  gaji, tunjangan, honcorarium, insentf,
bonus (merit] atas prestasi, pesangon dan atau
pensiun  serta  belanja  pegawai lainnya sesuai
peraturan perundang-undangan yvanpg berlaku.

Pejabat/Petugas Pengelola BLUD, Dewan Pengawas,
Sekrelaris Dewan Peogawas dan pegawai BLUD
dapat diberikan upah dan teknis besarannya
ditentukan berdasarkan Peraturan Menteri
Keuangan Republik Indonesia Nomor 10
FPME. .02 /2006 tentang Pedoman Fenetapan
Remunerasi Bagi Pciabat Pengelela, Dewan Pengawas
dan Pegawai Badan Layanan Umum.

Gaji sebagaimana dimaksud pada ayvat (1) bagi
Pejabat/petugas Pengelola BLUD, Dewan Pengawas,
Selcretaris Dewan Pengawas dan pegawai BLUD
dapat diberikan sesuai dengan tingkat tanggung
jawab  dan  tuntutar  profesionalisme  yang
diperlukan.



(4)

(5]

(6]

(7}

(8)

(9)

Penetapan gaji sebagaimana dimalksud pada avat (1]
Leagzi DEITLITIPIn BLUD UPT Puskesmas,
mempertimbangkan faktor-faktor yang herdasarkan:

a. gaji pekek malisimal 5 (lima) kali gaji pokok
Pegawai Negeri Sipil tertnggi;

b, ukuran (size) dan jumlzh aset yang dikelnia
BLUD, tingkat pelayanan serta produktivitas;

c. pertimbangan persamaannya dengan industni
pelayanan sejernis;

d. kemampuan pendapatan UPT Puskesmas BLUD
bersangkutan.

Perhitungan gaji Pimpinan BLUD mengpunalkan

riumuis = (GD + Nha + Nhi) — Gd

GD = Gaji Dasar = Maksimal 5 X Gaji pokok ASN
Tertinggi

Nba = Nilai Bobot Aset = 40% {FPa x GD)

Nbhi = Nilai Bobot Pendapatan = 60% (FPi x GD}

FPa = Faktor Penyesuaian Aset = Skala FPa dari total
asset

FPi = Faktor Penvesnaian IMncome (Pendapatan) =
skala FPi dari Total Pendapatan

Gd = gaji diterima Pimpinan BLUD

Perhitungan sebagaimana dimaksud pada ayat [5)
tidalk dapat dipunakan apabila kondisi likuiditas
keuangan  UPT  Pukesmas BLUD  belum
memungkinkan karena bisa berakibat mempengaruhi
hiaya. operasional lainnya.

Bahwra apabila sebagaimana dimaksud pada ayat (6)
maka perhitungan Gaji dalam hbentuk insentif/jasa
pelayvanan bagi Pimpinan BLUD menggunakan rumus
B% (enam persen) dar total insentf/jassa pelayanan
UPT Puskecsmas yang aken dibegiknn peda hulan
berjalan.

[nsentif/jasa pelayanan bagi jajaran Pejabat/Petugas
Teknis BLUD yailu Pelugas Pengelola Keuangan,
Fetugas Pelakeana Tata Uszha dan Petugas
Koordinator Program mengikuti pola perhitungan
skort individu.

Insentif/ Jasa Pelayanan bagi Pegjabat/Petugas Teknis
sebagiamana dimaksud pada avat (8) ditetapkan
paling banyak sebesar 90% (sembilan puluh persen)
dari gaji ptmpinan BLUL.



—_

{10)

(11)

(12)

(13)

(14

(13

(15

Gaji pokok ASN tertinggi adalah gaji pokok ASN
tertinggi di UPT Puskesmas BLUD bersangkutan.

Remunerasifupah bagi dewan pengawas dan
sekretaris dewan pengawas sebagaimana dimaksud
pada ayat (2} diberikan dalam bentuk honerarium.

Honorarium sebagaimana dimaksud pada ayat {11}
bagi dewan pengawas ditetapkan sebagai berikut:

a. honorarium ketua dewan pengawas paling
banyak sebesar 40%; (empat puluh persenj dari
gaji pemimpin BLUD;

. honoravium anggota dewant pengawas paling
banyak sebesar 36% (Hga pulubh enam persen)
darn gaji pemimpin BLUD; dan

¢. honorarium sekretaris dewan pengawas paling
banyak 15% (lima belas persen] dari gaji
pemimpin BLUD.

Bagi Pejabat/ Petugas Pengelola dan pegawai UPT
Puskesmas BLUD yang berstatus ASN, gaji pokok
dan tunjangan mengikitti peraturan perundang-
undangan vang berlaku secrta dapat diberikan
tambahan penghasilan dalam bentuk insentif/jasa
pelayanan sesuai sistemn remunerasi.

Gaji bagi pegawal UPT Puskesmas yang berstatus
Non Pegawai ASN disesuaikan dengan kemsmpuan
keuangan UPT Puskesmas BLUD serta dapat

diberikan tambahan penghasilan dalam bentuk
insenlilf jusa pelayanan sesuai sistem remunerasi.

Semua pegawal UPT Puskesmas BLUD  selain
menerima gaji, dapat juga menerima insentif,
tunjangan, banus/merit, pesangon dan atau pensiun
segual dengan peraturan dan perundang-undangan
yvang berlaku.

Pemberian insentif/jasa pelayanan Pegawai UFY
Muskesmas BLUD scbhapaimana dimaksud dalam
ayat {(13) dan ayvat (14) dapat dihitung berdasarkan
indikator penilaian sebagai berikut:

a. Jenis Tenaga;

Iy Pengalaman dan masa kerja {basic index);

. Keterampilan, ilmn pengetahuan dan perilaka
(competency index];

Resiko keria (nisk index;

Tingleat gawat darurat (emergency index);

Jabatan yang disandang (position index|; dan
liasil/capaian kinerja (performance index).

O S



(17) Insentif/jasa pelayanan bagi Non ASN UPT
Puskesmas BLUD sebagaimana dimaksud dalam
avat (14) disesuaikan dengsn ASN.

(18) Insentifi/jasa pelayanan sebagaimana dimeaksud
dalam ayat {16] diberikan berdasarkan Skor
individual {Rowr Seore).

(19) Kepala UPT Puskesmas BLUD meretapkan Tim
Verifikasi guna mweluksakan perhitungan  skor
incividu /pegawai.

{20) Tabel skala besaran faktor penyesuaian aset (Fpa)
can faktor penyesuaian income atau pendapatan
[Fpi] serta indiketor penilaian tercantum dalaun
Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahlkan
dari Peraturan ini.

(21) Remunerasi sebagaimana dimaksud pada ava: (1),
untuk BLUD UPT Puskesmas ditetapkan dengan
Keputusan Bupati.

Irasal 9

Pejabat/Petugas pengelola UPT Puskesmas BLUD, dewan
pengawas dan  sekretaris dewan pengawas yang
diberhentikan sementara alau (etap dari jabatannva
masih memperoleh penghasilan sebesar 50% flima puluh
persen} dari remunerasi/ honorarium bulan rerakhir
yang berlaku sejak tanggal diberhentikan sampai dengan
dilelapkannya keputusan definitif tentang jabatan yang
bergsangkutan.

Pasal 10

Besaran  gaji, honorarium, insentif, lunjangan,
bonus/mernit, pesangon dan atau pensiun disesuaikan
dengan kepatutan dan kemampuan keuangan UPT
Puskesmas BLUD yang berdasar kepada peraturan dan
rerundang-undangan yang berlaku.

Pasal 11

Froporsi dan S3Sumber Uana InsentiffJasa Pelayanan

terdiri dari:

a. proporst insentif/jasa pelayanan yauy bersumber dari
BPJ3 berupa dsna kapitasi dan non kapitasi yaitu
63% dan 35% untuk biaya operasiona} UPT
Pugkesmas BLUD;

b. proporsi insentif/jasa pelayanan yang bersumber
selain sebagaimana dimaksud pada Pasal 12 ayat (1)
yaitu 45% untuk jasa pelayanan dan 55% untuk
biaya operasional UPT Puskesmas BLUD:



.

1)

(2]

(3)

remunerasi  berbentuk insentif/jasa pelayanan
merypakan jasa pelayanan pegawai vang telah
memberikan pelaysnan kepads pelanggan/pengguna
jasa;

pelanggan/pengguna jasa sebagaimana dimaksud
pada ayat {3) adaiah masyarakat yang mendapatkan
pelayanan oleh pegawai UPT Puskesmas BLUD, haik
vang ditanggungkan coleh Dadan Penyelenggara
Jaminan Sosial Bidang Keseharan atau Jaminan
lainnya maupun yang tidak rertangsung,

BAB V
INSENTIF

Bagian Kesat

Insentif/jasa pelayanan langsung dan tidak langsung

Pasal 12

Pemberian  Remuneras: kepada  Pegawai UPT
Puskesmas BLUD schagaimana dimaksud pada Pasal
25 ayat (1) berbentuk msentif/jasa pelayanan secars
langsung dan tidek langsung.

Pemberian  insentif/jasa  pelayanan  langsung
sebagaimana dunzksud pada avat (1) adaiah
inscntif/jasa pelayanan yang dihitung berdasackan
jenis  tenmaga, pengalaman  dan  masa  kerja,
keterampilan, ilmu pengetakuan dan perilaku, resiko
kerja, tingkat gawat darurat serta jabatan yang
disandang, dJdengan menggunakan  formula
perhitungan yaitu 50 % ({lima puluh persen| darn total
anggaran yang akan dibagikan pada bulan berjalan.

Formula perhitungan sebagaimana dimaksud pada
avat (2) menggunakan rumnus sebagai berikut :

fumloh Remun perovang

Praesentasi kehodiren (X1 + X2 + X3 + X4+ X3 + ¥6)
Y {Totcl fumliah seluruh Poin petugas)

= furilah Dana

Keterangan ;

X1 : Total Skor Individual Jenis tenaga

X2 : Total Skar Individual hasix indek

X3 : Total Skor Individual Competency Index
X4 : Total Skor Individual Risk Index

X5 : Total Sker individual Emergency index

X6 : Total Skor Individual Position ndex

Y : Total 3kor keseiuruhan Petugas Peiaksang



(4)

(3)

(6)

(1)

(2]

(3)

(4)

{5]

Pemberian insentif/jasa pelayanan tidak langsung
scbagaimana dimaksud pada avat (1] adalah
ingentif/jaza pelayanan yang  perhihingannya
berdasarkan hasil/capaian kinetja (performance
index] masing-masing individu dengan menggunakan
formuia perhitungan yaitu 30% (lima puluh persen)
dari total anggaran yang akan dibagikan pada bulan

Formula perhilungan sebagaimana dinaksud pada
ayat (4] disesuaikan dengan besaran total skor
individu pegawai yvang bersangkutan dengan rumus
Beban Tanggung Jawab/Skor individu x 30% Total
insentif dibagi total jumlan seluruh poin pegawai,
dengan rumus sebagai berikut:

Jumilah skor perorangan

X(P1+ F2+ P3) x fumlah Dana
Y (Total fumiah seluruk Poin petugos)

Eehan Tanggung jowab =

Keterangan

X : Skor Hadiran Pegawai

Y : Total Jumlah Seluruh Poin Pegawai

Pi : Total Skor Individual Performance Knantitas
P2 : Total Skor Individual Performance Kualitas
P2 : Total S8kor Individual Performance Waltu

Jika pegawai UPT Puskesmas BILIT] tidak mencanpai
hasil kinerja maka insentif/jasa pelayanan pegawai
vang bersangkutan skan dikurang sesuai dengan
kerentuan yang belaku dalam sistem remunerasi.

Bagian kedua
Penjelasan Distribusi Insentif/Jasa Pelayanan

Fasal 13

Falsafah dasar insentif/jasa pelayanan adsalah
motivas: kerja berdasarkan fee for performence.

Insentif/jasa pelayanan langsung maupun tidak
langsung dibayarkan pada satu bulan berikutnya
pada akhir minggu kedua atau awal minggu ketiga
dan/atau menyesuaikan kondisi likuiditas
kevangan UPT Puskesmas BLUD.

skor indiwvidu dihitung oleh Tim Vernfikasi setiap
hazi dan: dirckapitulasi sctiap bulan.

Selanjutnya jumlah semua skor individu/pegawai
akan menjadi total skor UPT Puskesmas BLUD,

Tim verifikasi sehagaimana dimaksnd pada avat (3)
ditetapkan melalui Keputusan Kepala/Pimpinan UPT
Fuskesmas BLUD.



(6)

(73

(8

(9)

{10)

(11)

(12)

Hasil perhitungan dari Tim Verifikasi dilaporkan
kepada Kepala UFPT Puskesmas BLUD melalai
Pejabat/Petugas Pelaksana Tata Usaha.

Pejabal/Pelugas Pelaksana Tala Usahs mengajukan
usulan pembayvaran insentif/jasa pelavanan kepada
Kepala UPT Puskesmas BLUD melalui
Pejabat/Fetugas Pengelola Xeuangan.

Pejabat/Petugas Penpgeslola Keuangan  melalui
bendahara pengeluaran melaksanakan pembavaran
insentif/jasa pelayanan setelah mendapatkan
persetujuan dari Kepala UPT Puskesmas BLLD
selaku  Fimpinan BLUD dan Kuasa Pungguna
Anggaran.

Besaran insentif/Jasa Pelayanan tidak langsung
bagl setiap pegawali bisa berbeda setiap bulan
tergantung kepada besar kecilnya Pos Remunerasi
dan capajan kinerja..

Kewenangan membayarkan insentif/jasa pelayanan
adalah Kepzala UPT Puskesmas BLUD atas dasar
usulan dan Petugas Pengelola Keouangan UPT
Puskesmas BLUD.

Skor individu bisa berubah setiap bulan bergantung
kepada perubahan  basic index, perubahan
pendidikan, perubahan besisif jabatan dan capaian
kinerja.

Tunjangan KEari Raya {THR| diberikan paling lambat
1 (satu) minggu sebelum Hari Kava.

Ragian Ketiga
Distribusi Insentif/Jasa Pelayvanan Eksekutf

Pasal 14

Jika pelayanan di UPT Puskesmas BLUD menganul
pelayanan ekseloatif  maka diberlakukan insentif/jasa
pelayanan sebagai berikut:

da.

insentif/Jasa Pelayanan Eksekutif adalah jasa vang
timbul akibat dari pelayanan eksekutif atas dasar
pasien yvang dilayani dan/fatauy pasien yang dibawa
cleh masing masing medis atau pasien yang berobat
ke poliklinik ekselkutif baik pagi maupun sore;

pelayanan pasien sebagaimana dimakesud pada poin a
sesuai dengan peraturan yang berlaku;



C.

pasien yang dengan sengaja datang ke UPT
Fuskesmas BLUD dan meminta pelayanan melalui
Jalur pelayanan eksckutif, dengan ketentuan scbagai
herikut:

1. memenuhi persvaratan sesuai dengan ketentuan
yang berlaku;

2. dokter spesialis/dokter wumum beserta tim
pelaksana  berhak mendapat insentif/Jasa
Pelayanan langsung pade poliklinik ckselkutif
secara, individu sebesar 50% dari jesa pelayanan
dan sisanya 00% masuk ke dalam POS
remmunerasi UPT Puskesmas BLUD;

3. dokter spesialis selain mendapatkan sebagaimana
dimaksud pada angka 2 juga mendapatkan jasa
pelayanan lainnya herupa hantuan transportasi
setiap kali kunjungan disesuaikan dengan
likuiditas/kethampuan keuangan masing-masing
UPT Puskesmas BLULD;

4. bantuan transportasi bagi dokler spesialis
sebapaimana  dimaksud pada  angka 3
dialokasikan dari biaya operasional UPT
Puskesmas BLUD;

5. insentif/jasa pelayanan langsung 50% dari
proporsi  jasa pelayanan medis sebagaimana
dimaksud pada huruf [a] menjadi penghasilan
individu medis beserta tim yang bersangkutan.

BAB Vi
INGEXING/SKOR

Bagian Kesatu
Indexing/Skor

Pagal 15

Indexing/Skor berdasarkan:
a. jenis tenaga dari pegawai UPT Puskesmas BLUL;

b. basic index atau index dasar untuk penghargaan

sebagai insentif dasar bagi seluruh pegawai ASN
yvang standarnya diadopsi dan pengalamsn dan
masa kerja, sedangken pegawai non ASN UDPT
Puskesmas disetarakan dengan gaji pokok terendah
ASN sesuai dengan pengalaman dan masa kerjanya;

kualifikasi/ capacity index adalah untuk
memberikan penghargaan nilai kualifikasi/capacity
berdasarkan keterampilan, ilmu pengetahuan dan
perilaknu;

risk index adalah nilai untuk resike yang diterima
pegawal akibat pekerjaannya. Nilai resiko terbagi
mernjadi 4 grede yaitu:
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1. kemungkinan terjadi resiko kerja yang bersifat
fisik apabila pegawai yang bersangkutan bekerja
scsuat Standar Opcrasenal Presedur {(SOP);

2. kemungkinan terjadi resike kerja yang bersifat
kimiawi apabila pegawai vang bersangkutan
bekerja sesuai SOP, terdiri dari Laboratcrium
dar: Farmasi;

3. kemungkinan terjadi resiko kerjia vang bersifat
radiasi walaupun pegowei vang bersangkutan
bekerja sesuai S0P;

4. kemungkinan terjadi resiko kerja vang bersifat
infeksius walaupun pegawai vang bersangkutan
bekerja sesuai SOP,

3. kemungkinan terjadi resiko kerja yang bersifat
administratif walaupun pegawali vang
bersangkitan bekerja sesuai 30P.

emergency index adalah nilai harga untuk tenaga
atau pegawai yang bekerja pada daerah emergenci
yvang setiap saat harus siap melaksanakan tugas
tanpa mengenal baras wakiu. Tingkatan emergensi
gangat tergantung kepada jenis pekerjaan yang
dilaksanakan oleh pegawai vang bersangkutan,

position index adalah untuk menilai beban jabatan
yang disandang pegawai yang bersanghkutan;

perfaormance index adalah mengukur hasil/capaian
kineria dari masing-masing pegawai,

total skor individu adalah penjumlahan darn skor
jenis tenaga, basic index, Caparity index, Risk tndex,
Emergency tndex, Position index dan Performance
indea;

skala indeks/skor nilai yang digunakan yaitu antara
10 sampal dengan 200;

tatal skor individa seluruh pegawai dijumlahkan
menjadi Total Skor UPT Puskesmas;

Lraian skor sebagaimana dimaksud pada huruf a
sampai dengan poin g terlampir dan menjadi bagian
yvang tidal terpisahkan dari Peraturan Bupati ini

Bagian Kedua
Kriteria Peniiaian Kincrja

Pasal 16

Pegawal vang memegang labalan z(au memnangku
jabztan pada pusar pendapatan atau  Revenue
Center maupun Pejabat/petugas pada pusat biaya
gtau Cost Center diwajibkan menyusun rencana
aks] strategis atau Straltegic Action Flan (SAP)], yang
dilengkapi dengan sistcem akuntabilitas.



(2)

(3)

(3)

(1)

i2)

Fenilaian kinerja para pejabat/petugas,
sebagaimana yang tercantum pada ayal (1) diatas
bercasarkan indikater kinera, target, parameter
danfatau standar yang telah tercantum dalam
Strategic Action Flan dan diukur dengan sistem
akuntahilitas kinerja.

Penilaian pegawal vang tidak memangku jahbatan
tertentu atau tenaga tekmis fungsional penilaian
dilakukan sesuai dengan ketentuan vang berlaku.

Bagian Ketiga
Merit/Bonus

Pasal 17

Merit /Romus  adalah  penghargaan dari UPT
Puskesmas atau pemilik UPT Puskesmas atas dasar
prestasi kinerja pegawai.

Merit/Bonus bisa dzlam bentuk Tunjangan Harz
Raya, Bonus atau penghargaan lain dalam bentuk
reward.

Rewnird dapat diberikan kepada pegawai yang
berprestasi.

BAB VII
SANKSI

Pasal 13

Tepat waktu hadir dan tdak tepat wakiu pulang
mendapat nilad 2 (dua) poin.

Tidak tepat waktu hadir dan tepat waktu pulang
mendapat nilai 2{duaj poin.

Tidak tepat waktu hadir dan tidak tepat waktu
pulang mendapat nilai 1 (sat) poin.

Tidak hadir dengan keterangan 1(satu) hari mendapat
nilai 1 (satu] poin.

Tidak hadir dengan keterangan sampai dengan = 2
(dua) hari cidak mendapat nilai/ poin.

Tidak hadir tanpa keterangan lisatu] hari dikurangi
nilai 5 {lima) pain.
Tidak hadir tanpa keterangan sampai dengan 2 {dua)

han dalam 1 {satu} bulan dikurangi 50 (Litma Puhah}
poin dan mendapat teguran lisan ke 1 [satu).



&)

(9)

110)

f11)

(12)

(13)

[14)

(15)

[16)

(17)

Tidak hadir tanpa keterangan sampai dengan 3 (1iga)
hari datam 1 (satu] bulan dikurangi 100 (Seratus)
moin; dan mendanat teguran lisan ke 2 (dua).

Tidak hadir tanpa keterangan = 3 (tiga) hari dalam 1
(satu] bulan dikurangi 150 {Seratus Lima Pulul:) poin;
dan mendapat teguran lisan ke 3 (tiga).

Tidak hadir tanpa keterangan sampai dengan 2 (dua)
han dalam 2 (dua) bulan berturut-turut dikurangi
200 {dua ramus; poin dan mendapat teguran ke 1
{satu).

Tidak hadir tanpa keterangan sampai dengan 3 [tiga)
hari dalam 2 (dua) bulan berturut-turut dikurangi
250 {dua ratus lma puluh] poin; dan mendapat
teguran ke 2 [dua).

Tidak hadir tanpa keterangan sampai dengan > 3
(tiga) hari dalam 2 (dua} bulan boerturut-turut
dikurangi 300 {bga ratus) pom; dan mendapat
teguran ke 3 [ga).

Pegawal yang membocorkan ralmsia mnslitusi atau
rahasia  [IPT Puaskesmasr kepada pihak Inar,
insentif/jasa pelayanan dipotong sebesar 00%
(seratus persery) dan  dikenakan sanksi sesuai
peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pegawal vyang terbukti menggunakan narkoba,
minuman keras dan berjudi di lingkungan UPT
Puskesmas BLUD, insentifjjasa pelayanan dipotong
100% (seratus persen) dan diberikan sangsi scsuai
peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pegawai yang berkelahi, insentif/jasa pelayanan
keduanya dipotong 50% [Lima Pululi Persen).

Pegawai yang terbukt menerima/memungut biaya
administrasi diluar ketentuan yang ada, maka
ingentif/jasa pelayanan dipotong 30% (Lima Puluh
persen).

Pegawai terbukti memprovokasi/ menghasut
insentif/jasa pelayanan dipotong 100% (seratus
persen) dan dikenakan sanksi sesual dengan
peraturan perundang-undangan vang berlaku.



(1)

(2}

(3)

(4)

(5)

(6)

{9)

(10)

{11)

BARB XIII
KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 19

Jain kerja efekdf dilingkungan UPT Puskesmas
BLUD adalah 37,5 jam/minggir danjatau 150
ram/bulan,

Fembagian honorarium, insentif, dan tunjangan
diberikan minggu kedus pada n+2 (n=bulan
berjalan) dan/atau disesuaikan dengan kondisi
keuangan UPT Puskesmas BLUD.

Keuntungan usaha UPT Puskesmas BLUD masuk
kedalam pos remunerasi.

Jumlah insentif/jasa pelayanan dari pengurangan
akihat sangsi pegawai akan dimasukkan kembali
kedalam pos remuncrasi.

Eetidakhadiran akibat sakit, mendapat musibah tidak
lebih 3 f{tigaj har dan/atau penugasan ke luar
kabupaten cleh Kepala UPT Puskesmas dianggap
hadir.

Ketidakhadiran karena sakit sebagaimana dimalksud
dalarn angka [3) dibuktikan dengan Surat Keterangan
Dolcter,

Pegewai yang mengarbil cuti tahunan, cuti bersalin
selama 3 (tiga}] bulan, tetap mendapatkan
insentif/jasa pclayanan langsung tetapi tidak
mendapatkan insentif/ijasa  pelayanan tidak
langsung selama waktu cuti.

Kctidakhadiran selama sakil dan masa penugasan
srhagaimana dimaksud snka (5) tetap mendapatkan
ingentif/jasa pelayanan langsung tetapi tidak
mendapatkan insentif/jasa pelayanan tidak langsung.

Pegawai yang tuges belajar sccara otomatis tidak
mendapat  insentif/jasa  pelayvanan langsung
maupun tidak langsung selama tugas belajar.

Jika pegawai digantikan oleh pegawai yang seclara,
make insentifjjasa pelayanan tidak langsurg
menjadi hak pegawai pengganti.

Pelaksanaan tugas diluar jam dinas [minimal 2 jam
lembur] dibert tambahan nilai 10 dengan kelipatan
dan didengkapi dokumen sesuai ketentuan varg
berlalku.
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REMUNERASI POLA PENGELOLAAN KEUANGAN BADAN LAYANAN
UMUM DAERAH UNIT PELAKSANA TEHNIS PUSAT KESEHATAN

MASYARAKAT PADA DINAS KESEHATAN KABUFATEN PRINGSEW

A. GAJI FIMPINAN BLUD

1. Perhitungzn gaji Fimpinan BLUD menggunakan rumus = [(GD +
Nba + Nbi} - Gd

GD = Gaji Dasar = Maksimat 5 X Gaji pokok ASN Tertinggi
Nbae - Nilai Bobot Asct = 40% (FPa x GID)

Nbi = Milai Bobot Penndapatan = 60% (FFi z= QDY)

FPa
FPi

Falktor Penyeaurian Asct = Skala FPa dari total asset
Falktor Penyesudiom Income (Pendapatan) — Skala FPi dari

Total Pendapatan
Gd = gan diterima direktur

. Gall pckok ASN tertinggl adalah gaji pokok ASN tertinggi di UPT
Puskesmas.

3. Tabel skala besaran faktor penycsuaian asct [(Fpa) dan faktor

enyesuaian income atau pendapatan (Fpi) adalah:
- Tatal Pendapatan .
Total Aset {Miliar) Fpa - Miliax) Fpi
s/d 50 0,10 | s/d5 0,10
>50g/d 100 0,20 >5s8/d 10 3,20
>100 s/d 200 0,30 | »10s/d 20 0,30
> 200 s/d 400 0,40 > 20 s/d 40 0,40 !
> 400 s/d 800 . 0,50 > 40 sfd 80 0,50 :
> 800 s/d 1600 . 0,60 | >80s/d 160 0,60 |
> 160085/d 2400 | 0,70 | > 160 s/d 240 0,70 |
> 2400 s/d 3200 0,80 i > 240 s/d 320 0,80
| > 3200 s/d 4000 0,90 | >320s/d400 | 0,90
4. Gajt & Honorarium
1_ Nuo | - Prjatxat Ketentuan Gaji & Honorarium
Pejabat/ Patugas PR
1 Keuangan dan Teknis__ Ma:-: 9% X Gaji Pimpinan BLUD
2 gi%‘a Dewan Pengawas |\, 409, X Gaji Pimpinan BLUD
3 | Anseota Dowan Max. 36% X Giaji Pimpinan BLU
| TEngawag S
4 Sekretaris Dewan Max. 15% X Gaji Pimpinan 3LU
L Penngawas o




B.

INGEXING /SKOR
1. Jenis Pendidikan
No Jenis Pendidikan Nilai
1 |Medis o o 150
2 } Nurs, Apoteker e 100
3 i31/D4 kesehatan &0
4 | D3 kesehatan 60
3 | D3 tenaga non kesehatan 80
6 | Dikvawah D3 nen Keschatan 25
2. Pengalaman dan masa kerja/Basic index)
a) Masa Kerja
No Masa Kerja Milai
(1 [<_ Stahun 20
2 |5s/d 10 tahun 30
3 |11s/d 15 tahun 40
4 |16s/d 20 tahun 30
9 |21 sfd 25 tahun 60
6 # 25 tahun 70

1

3. Keahlian (capacity indexj
a] Tambahan beban kerja dalam jajaran pengelola BLUD

No Uraian Nilai
1 Petugas Pelaksana Tata Usaha 80
2 Petugas Pengelola Keuangan 80
3 Patupas: Koordinator Program 80
) Tarnbahan beban kerja lainnya
No Uraian T ] Nilai
1 Merangkap Bendahara oD
< Merangkap perencanaan 50
3 Merangkap Kepala Rawat Inap/PONED _ 50
4| "Merangkap Fokja / Tim (ketua) 30
2 Merangkap Pengelola Aset 30
6 __Merangkap Bendahara Pembantu 25
7 | Merangkap pokja / Tim (sekretaris & anggota) | 20
8 | Merangkap Pendamping praktek  kerja 20
lapangan — R
9 Merangkap operatar 20
| 10 | Merangkap pemegang program 20
11 | Merangkap Gasbinsa 20
12 | Merangkap Rekarmn Medik 20
13 | Mendapatkan Shift Malam ( Per Shift) 2




c) Keahlian dalam jabatan fungsional

| Na Uraian R Nilai

1 Fungsional Ahli Utarna 180
2 Fungsaional Ahli Madva 160
3 | Fungsional Ahli Muda 140
4 | Fungsional Ahli Pertama 124

5 | Fungsional Pelaksana Penyelia 100

6 | Fungsional Pelaksana Lanjutan 20

7 | Fungsional Pelaksana 60

8 | Fungsional Pelaksana Pemula 30

9 | Non Fungsional/ Fungsional Umurmn 20

d]) Keahlian tehnis (mempunyai sertifikat diklat tertentu|

Nilai Penghargaan Dberdasarkan pendidikan dan pelaliban
bersertifikat sesuai dengan posisi kerja pegawsa sebagai berikut:

1) Mempunyai sertifikat yang mempunyai masa berlaku dan
melaksanakan tugas sesuai dengan keahliar daiam serrifikart :

T

No | Sertifikat Nilal
1 | Sertifikat Essential Kegiatan Puskesmas . 30
|_2 | Sertifikat Penunjang Kegiatan Puskesmas 10

3} Mempunyai serfifikat yang tidak mempunyal masa berlaku dan
melaksanakan tugas sesuai dengan keahlian dalam sertifikat:

No Sertifikat 'Nilai |1-2th |[3-4th | 5Th | =5th

Sertifikat essential |
1 | Kegiatan :
Puskesmas
=serhifikat
2 Eﬁ“.“ﬂlﬂﬂg 6 100% | 60% |[30% | O
egiatan
Puakes__r;:_nas

12 100 % | 60% | 30 % O

3) Mempunyai sertitikat lainya yang tidak Dberhubungan secara
langsung dengan program Puskesmas .

{No | Sertifikat Nilai

I' 1 | Sertifikat Pengadaan Barang dan Jasa 30

!

!




4. Resiko kerja {Risk [ndex)

[Vl

Tin gl{;‘tv Resiko

Nilgi

Tingkat Resiko (Grade 1}

Staf administrasi
Pentaga kantot
Jurn Masak
QOperator
Cleaning Service

20

" s & = F & & @&

*

Tingkat Resiko (Grade 11}

Pendaftaran

Rekam Medik

Pemegang Program
HRendahara pembantu
Penpelola Aset

Bidan Desa

Rawat Jalan

Supir Ambudarce
Puskesmag Pembantu
Loundry

Anggota SFI, Pokja, Kegiatan
Insidentile,Tim Lainnyg

40

]

Tingkal Fesiko (Grude 1)

Farmasi
UGD
Petugas Rawat Inap / PONED

Bendahara

Perencanaan

Petugas Tekmis BLUID

Ketua SPI,Pokja, Kegiataninsedentile dan
Tim Lainnya
Penunjang Lainya

80

Tingkat Resiko {Grade V]

* Penanggungjawab Rawat Inop/PONED
» Penanggungiawab Pelayanan / Medis
+ Laboratorium

120

2. Kegawatdaruratanfemergency index}

Mo

Tingkat Emergency

'
"
iw
[ ]
.
L]

Tingkat Emei‘géncy (Grade I)

Penjaga kantor
Staf administrasi
Juru masak
Laundry
Operator
Cleaning Servise

Tingkat Emergency {Grade 1I)

Pendaftaran

Rekam Medik
Bendahara pembantu
Pengelola Aset

20

30




Rawat Jalan

Rawat Inap / Poned

Tim Verifikasi

Bidan Desa

Puskesmas Pembantu

Anggota SPI, Fokja, kegiatan Insidentie,
Tim Lainnya

’I‘mgkat Emergency (Grade 1)

Pemegang Program

Laboratorium

Farmasi

Penanggungjawaly Rawat Inap / Poned
Sunir Ambulance

Bendahara

Perencanaan

Petugas Teknis BLUD

Ketua SPI,Pokja, Kegiatam insedentile dan
Tim Lainnya

4

Penurjang Lainya

Tingkat Emergency (Grade IV)

L]
.: .

UaGD
Penanggungjawab Pelayanan / Medis

40

&0

6. Tanggung jawab fPosisi Jabatan (Pesition Index)

No

Kelompok Jabatan

1

Nilai

Tidak memiiiki jabatan

Bidan Desa,

Gashinsga,

Angpota 5P, Pokja, Kegiatan
Insidentile, Tim Lainnya
Kepala Puskesmas Pembantu,
Operator.

Rekarn Medik

15

40

Pemegang program,

Ketua SPI,Pokja, Kegiatam insedenitle dan
Tim Lainnya

Roordinator kegiatar:,

Ketua IManitia Pengadaan,

hendahara pemhantu,

20

Petabat/Petugas Tehnis BLUD,
Bendahara,

Perencarnaan,

Pengelola aset.

Penanggungawab Pelayanan / Medis

120

Penanggungjawaly Rawal irap/PONED

130




C. Kinerja (performance index] adalah seberapa besar
individu dedaan memberikan dan mendukung pelayanan di o owndt

kerjanya dalarmn sedap
Performance

kontribusi

satuan 1 (satu) hari dan atau bulan.
Individu sangat di tentukan oleh Pembebanan

Tanggungjawab yvang di berikan dan perlu di berikan pembobotan
sebagai berikut :

1. Pemhebanan Tanggung Jawab

SV B

i
No Pembebanan Tugas dan tanggungjawab Nilai
Pelalkeana Tata U:B.alia, Pengelala Kenangan, 65
: Koordinator Program
5 Dokter  Penanggungjawab  Layanan  rawat 60
Jalanfrawat inap, Bendahara ,Perencanasan
3 PengelelaProgram  Essential, Penanggungjawab 50
L rawat inap/ PONEDN, Pemhantu Rendahara
4 Prograrn Pengembangan, Program Penunjang, a5
o Sub Program, Pengelola Barang,
5 | Tim Ferifikasi 40
6 | Kepala Puskesmas Pembantu dan Bidan Desa ‘ 30
7 Pclaksana Rawat Jalan / Rawat Inap /[ 20
loket! Apotik e i
g Staf administrasi dan Pendukung Kepgiatan Ir 15
_____ | Puskesmas Lainnya i

Performance individu scaual dengan pombebanan tangpungjawab

dalam kegiatan harian dan atau bulanan sebagai berikut ;

a. Kuantitas atau besaran pelayanan yang diselesaikan
1) Kegiatan Dalam Gedung

a. Managerial
(1) Pengelola BLUD

]

E.... . Ursuan Nl
I Ki_l—rﬁﬁg dari target bulanan 0
2 Seguai target bulanan 30
(2] Inisiator lainya
N ULeien i Nilai
1 E Sebagai Narasumber 70
;2 [ Sebagai inovator w5




Felayanan
{1) Pelayanan cleh Dokter Spesialis:

Ne Uraian Nilai
1 Pelayanan pada rawat jalan / kosultasi 5
setiap pasien S
2 Pelayanan pada rawat inap/ kosuitasi 10
oha call setiap pasien

(2) Pelayanan medis olch dokter / dekter gigi pada Rawar

Jalan:
No Utaian Nilai
1 | Kurang dari target bulanan 40
2 | Sesua: target bulanan 60
3 | Kenaikan <30 % dari target bulanan 70
4 | Kenaikan =30 % dari target bulanan 80
(3} Pelayanan medis oleh dokter pada Rawat Inap
No | Uraian Nilai
1 | Kurang dari target bulanan 40
2 | Sesuai target bulanarn 60
. 3 | Kenaikan <30 % dari target bulanan 70
"4 | Kenraikan »30 % dari target bulanan &0
[4) Pelayanan oleh non medis pada Rawat Jalan
No Uradan [ Nilai
1 | Kurang dari target bulanan , 25
2 | Sesuai target bulanan = i 30
_ 3 |Kenaikan <30 % dari targetbulanan | 40
4 | Kenaikan > 30 % dari target bulanan 00
(9] Pelavanan oleh non medis pada Rawat Inap
Nou Uraian o Nilai
1 ! Kurang dari target bulanan 25
2 | Sesuai targer bulanan . 30
3 | Kenaikan <30 % dari target bulanan 40
4 | Kenaikan > 30 % dari target bulanan 60
() Pelayanan Program (KIA, KB, Imunisasi dli)
No | Uraian _Nilai
1 | Kurang dari targct bulanan 10
__2 | Sesuai target bulanan 20
3 | Kenaikan <30 % dari rarget bulanan 30
4 | Kenaikan > 30 % dari target bulanan 40




(7] Pelayanan Konseling {KIA, KB, Kesling, Promkes, Gizi,
2, farmasi dll)

| No Uraian Nilai |
1 | Kurang dari target bulanan 10 ‘
2 | Besual target bulanan X 20 ;
3| Kenaikan <30 % dari target bulanan 30 |
[ "4 [Kenaikan > 30 % dari targe: bulanan a0 |
{8) Pelayanan Laboratorium
a. Rawat jalan
No * Uraian Nilai
1 | Kurang dari Larget bulanan 10
2 | Sesuai target bulanan 20
3 | Kenaikan < 30 % dari target bulanan 30
4 i Kenaikan > 30 % dari target bulanan 40
1. Rawal inap
No Uraian Nilai i
1 | kurang dari target buianan 10
2 | 3esual target bulanan 20 _'
3 | Kenaikan < 30 % dari target bulanan 30
4 | Kenaikan > 30 % dari target bulanan 40

(9) Pelayanan farmasi; Apotek :

No Uraian Nilai
1 | Kurang dari target bulanan 25
2 | Sesuai target bulanan 30
3 ! Kenaikan = 30 % dari target bulanan 10
4 | Kenailan > 30 % dari target bulanan 60
{ 10) Pelayanan Administrasi dan Pendaftaran
No Uraian Nilai
1 | Kurang dari target bulanan o 10
.2 | Sesuai target bulanan o 20
|2 | Kenaikan < 30 % dari target bulanan 30
4 | Kenatkan > 30 % dari target bulanan 40
(11)Pelayanan Tindakan pada Rawat Jalan:
"No [ Uraian T __ Nilai
1 | Penanggungijawab/1 kali tindakan 5
2 | Pelaksana pelayanan/ 1 kali tindakan 10
(12) Pelayanan Tindakan pada Rawat Inap
 No | Uraian "Nilai |
1 | Penanggung jawab/1 kali tindakan =~ 5
2 | Pelaksana pelayanan/ 1 kali tindakan 10




r -

(13) Pelayanan Tindakan pada PONED

No Uraian Nilai
1 | Penanggung jawab/1 kali tindakarn: 20
2 | Pelaksana pelayanan/ 1 kali tindakan _ 60
3 | Pelaksana penunjang/ ! kali tindalkan 15
(l4) Bendahara dan Perencenaan
| _No Uraian Nilai__ |
1 | Kurang dari target bulanan 20
2 | Sesual target bulanan 25
3 Sesual target bulanan ada tambahan 30
| pekerjaan .

(15} Pengelolaan Obat, Bahan Alat Habis Paksd (BAHP)

No Uraian Nilai
1 | Kurang dari target bulanan = 10
Sesuai target bulanan N 15
Sesuai target bulanan ada tambahan 25
pekeriaan

(I16] Pengelolaan Barang/Aset,
Operator, Rekam Medis

Bendahzara FPembantu,

No Uraian Nilai |
1 | Kurang dari target bulanan e L
2 | Sesuai target bulanan 15
3 Sesuai target bulanan ada tambahan ! 20

peketjamn i

(17) Kegiatan cleaning servis, Loundry, sopir ambulance,
juru masak, penjaga kantor

No Uraian Nilai
1 | Kurang dari target 10 .
Sesuai Target 20
Sesuai Target dan ada tambahan 30

Kinerja

C e e

2] Kegiatan luar gedung Puskesmas dilengkapi dengan dokumen
sesual peraturan vang berlakn
a. Pelayanan non tindakan

_No Uraian 1 Nilai
1 | Kurang darn target bulanan 16|
2 | Beauai target hulanan 20}

i 3 | Kenaikan < 30 % dari target bulanan ] = 40

| 4 | Kenaikan > 30 % dari target bulanan | 60




{12) Pegawsi yang metlakukan inovasi dalam
mcningkatkan capaian kinerja program mendapatkan
nilal sesua keténtuan yang perlaku selama enam (b}
bulan.

{13) Pemberian insentil/jasa pelayanan untuk pegawai
non ASN diberikan secara bertahap berdasarkan
masa kerjanva sebagaimana terlampir.

{14} Penjelasan teknis dari masing-masing variabel
perhitungan dan hal-hal lain, pengaturan lebih
lanjut meialui Keputusan Kepala Dinas Kesehatan
Kabupaten Pringsewu.

BAB iX
KETENTUAN PENUTUP

Paszal 20

Peraturan Bupeti ini mulai berlaku sejak tanggal
diundangkan.

Apgar setiap orang mengetahuinva, memerintahkan
pengundangan Feraturan Bupaii insi dengan
penempatannya dalam Berita Daemh  Kahupaten
Pringsewu.

Ditetapkan i Pringsewu
pada tanggal 9 Jarusri 201-

BUPATI PRINGSEWU,

dto

SUJADI

Diundangkan di Pringsewu
pada tanggal 9 mmari 2013

SLEAXRETARIS DAERAH KABUPATEN PRINGSEWLU,

dto

A BGUDIMAN '

BERITA DAERAH KABUPATEN PRINGSEWU TAHUN 2018 NOMOR

Sesuai dengan aslinya
Kepala Bagian Bina dan Fasilitasi Produk Hukum
Sekretariat Daerah Kabupaten Pringsewn

IHSAN HENDRAWAN, S.H

JDIH Kabupaten Pringsevu : http: //jdih.pringsewukab.go.id/



c. Tingkat ketepatan waktu atas pelaksanaan kegiatan

. Tidak
No Jenis Ketepatan Tepat Tepat
1 | Tepat Jam Kehadiran 1 >
2 |"Tepat Jam Pulang 1 D
3 | Tepat Pelaporan 10 25
d. Variabel Pengurang lainnya
No Uraisn Nilai
1 | Tidak ada teguran i 0
2 | Suial teguran lisan tertulis 1 - -530
3 | Surat teguran lisantertulis 2 =~~~ -100
4 | Surat teguran lisan tertulis 3 -150
2> | Surat peringatan 1 . ) -200 |
6 | Surat peringatan 2 -250 |
! 7 | Surat peringatan 3 -300 |
€. Vamabel Penambah
No Penambah Nilai
L | Tidak ada penghargasn o
2 i Penghargaan tertulis dari Dinas Kesehatun 30 B
3 | Penphargaan tertulis dari Instansi Non Kesehatan 100 f

Pemberian insentif/jasa pelayanan untuk pegawai Non PNS
dibrerikan secara bertahap berdasarkan masa kerjanya adalah
sebagai berikut

No Bulan Nilai
1 ke-1 S50% dani total skor
2 ke-2 607% dari total skor
3 ke-3 , T0%% dari tutal skor
4 ke-4 8074 danr total skor
5 Ke-5 _ 90% dari total skor
[ 6 | Ke-6 100% dari total skor

BUPATI PRINGSEWU,
dto

SUJADI

IDIH Kabupaten Pringsewu : http: //jdih.pringsewukab_ go.id/
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